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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan 

metode kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi langsung dilapangan, informan yang dalam 

penelitian ini terdiri dari 5 orang. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Badan pendapatan daerah kabupaten Luwu Timur 

telah mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan 4 fungsi 

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Namun hal tersebut belum dikatakan 

maksimal dalam pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala – kendala dalam 

pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan diantaranya masih banyak 

wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan 

daerah. 

Kata kunci: Pengelolaan, pajak bumi dan bangunan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap 

orang. Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 

kewajiban kenegaraan dalam pembangunan nasional sebagai peran serta dalam 

membiayai kelangsungan pembangunan. 

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik 

sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak 

untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara 

dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, 

membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari 

setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) undang-undang dasar 

1945,berbunyi”segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undangundang”. 

ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak bumi dan 

bangunan di tetapkan dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1985,tentang pajak 

bumi dan bangunan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 12 
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tahun 1994.Undang –undang ini merupakan landasan dalam pengenaan pajak 

sehubungan dengan hak atas bumi dan atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau 

kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan. 

Pada hakekatnya,pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu 

sarana perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan Negara dan 

pembangunan nasional sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan 

prinsip kepastian hukum,keadilan dan kesederhanaan serta di tunjang oleh system 

administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban pembayaran pajaknya. 

Pajak Bumi dan Bangunan dikecualikan atau tidak dikenai PBB adalah bumi 

dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, dan tidak 

bermaksud untuk mencari keuntungan secara pribadi salah satu contohnya yaitu 

seperti rumah sakit umum, tempat pendidikan (pesantren, SD SLTP, SLTA,PT) 

tanah wakaf, panti asuhan, tempat ibadah, tempat olahraga untuk umum, museum, 

yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi/tanah, yang memperoleh manfaaat atas 

bumi/tanah, memiliki, menguasai atas bangunan dan memperoleh manfaat atas 

bangunan tersebut. 

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu sumber penerimaan dari 

sektor pajak yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan 

pembangunan di daerah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat yang 

sebagian besar penerimaannya di serahkan pada pemerintah daerah.hal ini 
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mengingat bahwa penerimaan pemerintah daerah dari pajak bumi dan bangunan 

masih merupakan sumber penerimaan yang sangat mempengaruhi kelancaran 

pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat di segala bidang.              

Pajak bumi dan bangunan sebagai pajak objektif atau di kenal sebagai ad 

valorem tax, menjadikan data objek PBB yang berupa karakteristik property sangat 

penting peranannya dalam menentukan nilai property sebagai dasar pengenaan 

pajak. Kegiatan pendataan dan penilaian secara berkesinambungan merupakan 

langkah penting yang mutlak di perlukan dalam memelihara kualitas dan objek dan 

subjek pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sehingga memudahkan melaksanakan 

suatu penagihan. 

Pemerintah dalam hal pemungutan atas pajak bumi dan bangunan adalah asas 

keadilan terhadap penetapan nilai jual objek pajak, masyarakat atau biasa disebut 

juga wajib pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai niali jual 

objek pajak tidak mencerminkan nilai wajar sehingga nilai jual objek pajak 

menghasilkan nilai yang cukup besar dan hal ini meyebabkan semakin besar pula 

pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atas bumi dan bangunannya, karena 

besarnya tangungan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ini mengakibatkan 

rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan atas tanah. 

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebaiknya mampu menunjang pelaksanaan 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar seluruh warganya yang menjadi 

wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.  
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Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang efektif hal ini 

dikarenakan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu 

Timur masih mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya 

kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan selain itu 

kurangnya sosialisasi tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan 

manfaat dari hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh 

Dinas Pendapatan Daerah 

Upaya meningkatkan penerimaan Negara dan sektor pajak, maka pemerintah 

Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini pada kantor desa terus berupaya 

melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang belum melunasi pajak yang 

terutang. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan tersebut tidak mencapai target yang di harapkan, sehingga penerimaan 

Negara menjadi tidak maksimal. 

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kabupaten Luwu Timur 

nampaknya masih di pandang urgen untuk peningkatan kualitas aparat secara 

berkesinambungan. Hal ini berdasarkan hasil observasi awal terlihat bahwa masih 

banyak permasalahan yang di hadapi baik factor interen yaitu kurang akuratnya 

data, administrasi kurang lengkap, objek tidak jelas,sedangkan faktor eksteren yaitu 

adanya objek pajak PBB berupa tanah atau bangunan yang tidak berpenghuni ,objek 

tanah dan bangunan yang di sewakan,objek pajak berupa tanah atau bangunan yang 

bersengketa,kesulitan dalam menyampaikan surat paksa.Fenomena ini terjadi 

antara lain di sebabkan karena bebagai faktor yakni aplikasi manajemen di 

antaranya faktor kemampuan pegawai,kurangnya intensif pegawai dan 
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pengawasan. 

Perkembangan penerimaan PBB selama 3 tahun selalu meningkat terkait 

dengan persoalan penerimaan PBB yang ada di Kabupaten Luwu Timur dari 

observasi awal peneliti menemukan gambaran bahwa perkembangan pajak bumi 

dan bangunan (PBB) selama dekade tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan 

ketika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya dari 

perkembangan pajak bumi dan bangunan tersebut memberikan motivasi kepada 

calon peneliti untuk mengetahui seperti apa sistem pengelolaan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kabupaten Luwu Timur. 

Untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan dari tunggakan,maka perlu di lakukan pengelolaan secara efisien dan 

efektif sehingga wajib pajak melunasi utang pajaknya.Berdasarkan uraian di atas, 

maka penulis mencoba membahas apa penyebab permasalahan tersebut dan 

mencari solusinya serta memberikan saran yang berguna dalam rangka 

memaksimalkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka penulis tertarik untuk lebih jauh mengkaji: ”Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur” 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, perumusan masalah 

dalam penelitian ini : Bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kabupaten Luwu Timur  
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C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian yaitu : untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kabupaten Luwu Timur. 

D. Manfaat Penulisan 

 
a. Menjadi bahan perbandingan bagi rekan-rekan yang membahas masalah 

yang sama serta sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang 

pengelolaan pajak bumi dan bangunan. 

b. Menjadi masukan Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Pajak Bumi 

dan Bangunan yang efektif dan efisien. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. (Arisman 2015), “Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar” Penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan pajak bumi 

dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten 

Takalar. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar 

penelitian yang digunakan adalah metode survey. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi literatur. 

Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang 

cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui 

pengorganisasian data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat 

kesimpulan. Dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar telah mengelola 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah berdasarkan 3 fungsi manajemen yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berdasarkan tugas pokok 

dan fungsi dinas tersebut. 

2. (Ocdelina and Heriyanto 2018), Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan. menganalisis pengelolaan pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Siak Tahun 2011-2015.   
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Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data 

kualitatif yang digunakan berupa hasil wawancara dan dokumentasi 

terhadap objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

kualitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

menyusun kedalam pola, memilih mana data yang penting dan yang akan 

dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat dan selanjutnya 

membuat kesimpulan. Informan penelitian adalah kepala bidang seksi 

pengelolaan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan seksi penagihan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PBB P2 tersebut belum bisa 

dikatakan maksimal karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi, 

diantaranya permasalahan pemutakhiran database PBB P2, Sumber Daya 

Manusia yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang belum 

sepenuhnya mengakomodir pengelolaan PBB P2. 

3. (Budiarso and Napitupulu 2015), Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan 

Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Impilkasinya 

Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemungutan 

PBB-P2 dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah 

kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, untuk memberikan gambaran mengenai masalah-

masalah yang diteliti. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan 

pemungutan PBB-P2 di Dispenda kota Manado secara umum berjalan 

dengan baik meski masih terdapat kekurangan dan hambatan dalam 
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pelaksanaan pemungutan karena ini merupakan tahun pertama dalam 

pelaksanaannya. Implikasi pencatatan akuntansi PBB-P2 masih terdapat 

pencatatan yang belum sesuai. Sebaiknya pimpinan Dispenda kota Manado 

melakukan pendataan ulang karena data yang ada belum ter-update, 

kualitas dan kuantitas SDM yang mengelola PBB-P2 perlu ditingkatkan 

lagi dan juga diperlukan perbaikan dalam sistem pencatatan akuntansi 

untuk PBB-P2 agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan mandiri 

PBB-P2 di tahun yang akan datang. 

B. Konsep Pengelolaan 

Menurut Atmosudirjo dan Yamin (Atmosudirdjo 1982:16) mengemukakan 

pengertian bahwa: “pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua 

sektor sumber daya yang menurut suatu perencanaan yang di perlukan untuk 

penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu”. 

Lain halnya dengan yang di kemukakan Balderton (Atmosudirdjo 1982:27) 

bahwa:” pengelolaan sama dengan manajemen yaitu pengorganisasian dan 

pengarahan usaha manusia memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas 

mencapai suatu tujuan”. Kedua pendapat tersebut pada hakekatnya mengandung 

pengertian yang sama,hanya formulasi kalimatnya yang berbeda,sehingga dapat 

di Tarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang di lakukan 

secara berencana, terorganisir, terpadu dalam memanfaatkan semua potensi yang 

ada untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

Selanjutnya dapat di jelaskan bahwa ada beberapa pendapat mengenai 

pengertian manajemen menurut rumusan para pakar yang dapat di himpun sebagai    
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berikut: 

1.  Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha–usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumberdaya dan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang di tetapkan (Handoko 2001:8) 

2. Manajemen merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha 

secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana usaha bekerja 

sama untuk mencapai tujuan dan membuat system kerjasama ini lebih 

bermanfaat bagi kemanusiaan.(Handoko 2001:11) 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa manajemen merupakan 

suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

sumberdaya keuangan, fisik, manusia dan informasi organisasi dalam mencapai 

sasarannya. Seorang manajer harus mengawasi seluruh sumber daya yang ada. 

Sehingga seluruh tugas aspek manajer saling berketerkaitan. 

Fungsi-fungsi manajemen diartikan sebagai segenap kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mencapai kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara yang 

diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib, 

efektif dan efisien. Menurut G.R. Terry (2010) menyatakan bahwa fungsi 

manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu Planning 

(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), 

Controlling (Pengawasan).  
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a. Planning (Perencanaan). 

1) Pengertian Planning (Perencanaan). 

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam fungsi manajemen. 

Perencanaan diartikan sebagai proses penetapan sasaran organisasi beserta cara 

untuk mencapai sasaran. Adapun alternatif pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Pendekatan dari atas kebawah.  

Merupakan usaha-usaha yang ditetapkan top manajemen untuk mencapai 

tujuan perusahaan dengan cara menetapkan strategi perencanaan yang harus 

dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan yang ada di bawahnya. Pendekatan dari 

atas kebawah ini dinilai tidak efektif dikarenakan tidak melibatkan level 

dibawahnya yang merupakan pelaksana dari perencanaan kegiatan tersebut. 

b) Pendekatan dari bawah ke atas. 

Merupakan pengajuan perencanaan dari tingkatan bawah yang disampaikan 

kepada tingkatan diatasnya. Kemudian pengajuan perencanaan tersebut 

dikumpulkan dan dijadikan strategi perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan 

manajemen atas hanya memberikan arahan strategi secara gobal. Pendekatan dari 

bawah ke atas ini dinilai tidak efektif meskipun komitmen perencanaan merupakan 

usulan dari tingkatan bawah, akan tetapi tanpa keterlibatan manajemen atas secara 

langsung akan membuat proses perencanaan kurang maksimal. 

c) Pendekatan bersama-sama. 

Pendekatan bersama-sama merupakan pendekatan yang paling efektif 
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dalam perencanaan kegiatan. Dalam pendekatan ini, manajemen tingkat atas akan 

menentukan strategi perencanaan dan meminta pertimbangan dari tingkatan 

dibawahnya. Atas pertimbangan tersebut maka manajemen atas akan menyesuaikan 

usaha-usaha perencanaan kegiatan yang akan di tetapkan. 

d) Pendekatan Kelompok. 

Merupakan perencanaan yang dibuat oleh sekelompok tenaga ahli dalam 

perusahaan, atau yang disebut dengan biro khusus perencanaan. Contoh: adanya 

Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) sebagai badan yang 

difungsikan khusus untuk pemerintah dalam hal perancangan pembangunan di 

Indonesia. 

2) Fungsi Perencanaan dan Rencana 

Perencanaan manajemen suatu organisasi memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya sebagai: 

a. Penerjemah kebijakan umum 

Perencanaan memiliki fungsi sebagai penerjemah kebijakan umum yang 

ditetapkan oleh manajemen atas. Dikarenakan kebijakan masih bersifat umum 

maka dalam hal pelaksanakan kebijakan tersebut diperlukan tahapan untuk 

menerjemahkan secara lebih kongkret, jelas, komprehensif dan bertahap melalui 

proses perencanaan. 

b. Sebagai perkiraan yang bersifat ramalan  

Perencanaan digunakan sebagai alat prediksi dimasa yang akan datang. 
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Dengan menggunakan fakta-fakta dimasa lalu yang di analisis secara ilmiah 

sehingga dapat memberikan gambaran dan ramalan dimasa yang akan datang. 

c. Memastikan suatu kegiatan 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka diperlukan suatu perencanaan 

untuk mengatur hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, dan wewenang. 

Dengan adanya rencana yang jelas maka setiap orang akan bekerja dengan penuh 

kepastian. 

d. Memiliki fungsi ekonomi 

Perencanaan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam hal mengefisiensikan dan mengefektifkan penggunaan sumber daya yang 

terbatas. Dengan adanya perecanaan dan perhitungan yang matang, sumber daya 

yang dimiliki dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. 

 

e. Alat koordinasi 

Koordinasi merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan fungsi 

manajemen supaya koordinasi dapat berjalan dengan lancar diperlukan rencana 

kerja. Dengan rencana kerja setiap orang yang berada dala suatu organisasi akan 

mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, bagaiman kaitan antar satu 

pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, serta mengetahui kapan dan bagaimana suatu 

pekerjaan dilakukan dan seterusnya. 
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f. Sebagai sarana pengawasan 

Rencana kerja dapat dijadikan tolak ukur dalam melakukan pengawasan dan 

pengendalian. Dengan adanya rencana kerja maka seorang manajer akan 

mengetahui apakah suatu kegiatan yang telah dilakukan telah sesuai dengan tujuan- 

tujuan yang ditetapkan perusahaan. 

3) Proses Perencanaan 

 Proses perencanaan berisi langkah-langkah: 

a) Menentukan tujuan perencanaan. 

b) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan 

c) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang 

d) Mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan  

e)  Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. 

4) Macam-macam perencanaan 

Bagian terpenting yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan 

adalah jangka waktu. Dilihat dari jangka waktu yang digunakakan dalam 

pengaplikasian renca terdiri dari 3 jenis perencanaan, yaitu sebgai berikut: 

a) Perencanaaan jangka panjang 

Perencanaan jangka panjang (Long Range Plans), jangka waktu 20- 30 tahun 

atau lebih; 

b) Perencanaaan jangka menengah 

Perencanaan jangka menegah (Middle Range Plans), jangka waktu 3-5 tahun 

atau lebih; 
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c) Perencanaaan jangka pendek 

Perencanaan jangka pendek (Short Range Plans), jangka waktu kuran dari 1 

tahun. 

d) Perencanaan dilihat dari tingkat manajemen Perencanaan dilihat dari tingkat 

manajemen digolongkan kedalam tingkatan manajemen yang terdiri atas: 

a. Perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan 

komprehensif yang telah diarahkan. 

b. Perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk 

mengimplementasikan perencanaan strategi untuk mencapai tujuan strategi 

tersebut. 

 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

1. Pengertian Organizing (Pengorganisasian) 

Organizing merupakan proses yang ke-dua dalam manajemen. Organizing berasal 

dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses 

pengelompokan sumberdaya dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan 

secara efektif dan efisien. 

2. Langkah Pengorganisasian 

Langkah-langkah pengorganisasian terdiri atas: 

a) Membuat rincian seluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan suatu organisasi sesuai 

visi dan misi organisasi. 
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b) Membagi beban kerja sesuai spesialisasi seseorang atau kelompok orang dalam 

organisasi tersebut. 

c) Mengkombinasikan pekerjaan secara logis dan efisien. 

d) Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan antar anggota 

organisasi. 

e) Memantau efektifitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian 

dalam hal mencapai efektivitas kerja. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan susunan atau hubungan dari masing-masing 

bagian perusahaan. Struktur organisasi berisi tentang pembagian aktifitas kerja, 

fungsi dan aktifitas kerja. Dengan adanya struktur organisasi akan mempermudah 

pencapaian tujuan perusahaan. Dalam srtruktur organisasi terdiri dari 4 elemen 

penting, diantaranya adalah:  

1) Spesialisasi aktifitas 

Spesialisasi aktifitas meliputi spesifikasi tugas-tugas perorangan dan kelompok 

dalam suatu organisasi dan penyatuan tugas-tugas dalam unit kerja. 

2) Standarisai aktifitas 

Standarisai aktifitas merupakan prosedur yang digunakan manajemen untuk 

mengukur kelayakan kinerja setiap anggota dalam suatu organisasi. 

3) Koordinasi aktifitas 

Koordinasi aktifitas merupakan kegiatan memadukan fungsi sub-sub unit kerja 

dalam suatu organisasi agar tercapai pola kerja yang efektif dan efisien. 



 

17  

 

4) Besar unit kerja 

Besar unit kerja berhubungan dengan besarnya jumlah individu yang 

diproyeksiakan dalam satu kelompok kerja. 

4. Bentuk-Bentuk Organisasi 

Struktur organisasi atau bentuk organisasi dalam suatu perusahaan terbagi 

menjadi 4 jenis yang berbeda. Bentuk-bentuk organisasi tersebut meliputi: 

1) Organisasi garis 

Organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana, dimana 

organisasi bentuk ini memiliki ciri-ciri: 

a. karyawan yang relative sedikit 

b. Organisasi relatif kecil 

c. Spesialisasi kerja yang relative masih rendah 

2) Organisasi fungsional 

Organisasi fungsional merupakan bentuk organisasi dimana setiap atasan 

memiliki wewenang untuk memberikan perintah kepada lini yang ada dibawahnya 

sesuai dengan wewenang yang dimiliki. 

3) Organisasi staf 

Organisaasi staf merupakan bentuk organisasi yang terdiri dari orang-orang 

yang ahli di dalam bidangnya yang mempunyai wewenang untuk memberikan 

perintah atau instruksi kepada para bawahan atas nama pimpinan. 
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4) Organisasi gabungan 

Organisasi gabungan merupakan bentuk organisasi yang menggabungkan 2 

jenis atau lebih bentuk organisasi yang telah disebutkan sebelumnya.Dimana dalam 

penggabungan tersebut harus melihat kebutuhan dari organisai itu sendiri. 

  

5) Organisasi matriks 

Organisasi matriks merupakan bentuk organisasi yang muncul akibat suatu 

organisasi memiliki pekerjaan-pekerjaan yang relatif besar dan memiliki masalah 

yang cukup kompleks. Sehingga seorang manajer bisa melapor kepada 2 orang 

atasan dikarenakan fungsi dan kedudukannya. 

6) Tujuan organisasi 

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang 

tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan 

datang melalui kegiatan- kegiatan organisasi. 

5. Manfaat Pengorganisasian 

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:  

1) Dapat lebih mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain. 

2) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab. 

3) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung 

jawab masing- masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi. 

4) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, 

sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan 
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akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehingga 

memungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah. 

c. Actuating (Pelaksanaan) 

1. Pengertian Actuating (Pelaksanaan) 

Actuating merupakan proses yang ke-tiga dalam manajemen. Actuating merupakan 

kegiatan yang dilakukan para manajer untuk memandu dan memotivasi anggotanya 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

2. Fungsi pelaksanaan 

Pelaksanaan di dalam manajemen meemiliki beberapa fungsi pokok yang terdiri 

atas: 

a) Mempengaruhi seseorang agar mengikuti apa yang diperintahkan. 

b) Membuat seseorang melakukan tugas yang diberikan dengan baik. 

c) Untuk memupuk rasa tanggung jawab kepada pimpinan, tugas dan organisasi. 

d. Controling (Pengawasan) 

1. Pengertian Controlling (Pengawasan) 

Controlling merupakan proses terakhir dalam manajemen. Controlling atau 

pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa 

rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

2. Fungsi pokok pengawasan 

Pengawasan dalam manajemen memiliki berbagai fungsi pokok, diantaranya 

adalah: 



 

20  

 

1) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan adanya pengawasan 

yang rutin, tindak penyimpangan dapat ditekan atau diminimalisir. 

2) Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Pengawasan 

dimaksudkan untuk mengusahakan perbaikan atas penyimpangan- 

penyimpangan yang terjadi. 

3) Mendinamiskan organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan tindak 

penyimpangan akan diminimalisir sedini mungkin, sehingga akan dicapai 

efektivitas dan efesiensi kerja. 

4) Mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengawasa maka setiap 

unit organisasi akan mengerjakan tugasnya dengan benar, sehingga kecil 

kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan. 

3. Jenis-Jenis Pengawasan 

Jenis-jenis Pengawasan terbagi menjadi 3, diantaranya sebagai berikut: 

1) Feed forward Control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan 

penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu 

kegiatan tertentu diselesaikan. 

2) Concurrent Control merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur 

harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin 

ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. 

3) Feedback Control mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 
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C. Konsep Pajak 

1. Pengertian pajak 

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik 

sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Adrian dalam Purwono (2014) menyatakan  bahwa pajak ialah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib pajak 

membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi-kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum 

terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

Anderson dalam Saidi (2014) mengemukakan bahwa “pajak merupakan 

pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada 

pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah”. 

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

sedangkan pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Hak wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu wajib pajak pusat 

dan wajib pajak daerah, pengelompokan itu dikarenakan terdapat perbedaan hak 
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yang dimiliki oleh wajib pajak pusat dengan hak yang dimiliki oleh wajib pajak 

daerah. perbedaan itu disebabkan karena ketentuan tentang pemenuhan hak antara 

wajib pajak pusat dengan wajib pajak daerah. Kewajiban wajib pajak, wajib pajak 

pusat ataupun wajib pajak daerah tidak bersifat final artinya setiapa saat dan waktu 

wajib pajak dapat berubah. Hal ini dikarenakan kewajiban wajib pajak dapat 

mengalami perubahan yang siginifikan dalam upaya penegakan hukum pajak. 

Perubahan itu menunjuhkan bahwa pengegakan hukum pajak kedepan untuk 

menunjang pembangunan dan pelaksanaan pemerintah negara menuju pada 

masyarakat adil dan makmur. 

2.  Prinsip pajak daerah 

Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip 

umum perpajakan daerah yang baik. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa ada lima 

Prinsip pajak daerah yaitu “prinsip elasilitas, prinsip keadilan,  prinsip kemudahan 

administrasi,  prinsip keberterimaan politis,  pajak nondistrosi terhadap 

perekonomian” dengan uraian sebagai berikut: 

a) Prinsip Elastis 

pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah 

naik turun mengikuti naik/turunnya pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip 

elasilitas pajak ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah 

daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan 

pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar pajak. 

b) Prinsip keadilan 

pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti 
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sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal 

dalam arti adil berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Implikasi 

prinsip keadilan terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah 

daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan 

menerapkan perilaku hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada 

kebal pajak. 

c) Prinsip kemudahan administrasi 

administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana mudah dihitung, dan 

memberikan pelayananan yang memuaskan bagi pajak. Impilkasi prinsip ini 

terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan 

perbaikan dalam sistem administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya 

kesederhanaan kemudahaan dan fleksibilitas, bagi masyarakat dalam membayar 

pajak. 

d) Prinsip keberterimaan politis 

pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat sehingga 

masyarakat sadar untuk membayar pajak. Implikasi prinisp ini terhadap 

manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerjasama dengan DPRD 

atau melibatkan kelompok- kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan 

pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah, bahkan jika dimungkinkan, melibatkan 

masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu. 

e) Pajak Nondistrosi terhadap perekonomian. 

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap 

perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu 
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beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan 

sampai suatu pajak pajak atau pungutan menimbulkan tambahan yang berlebihan 

sehingga merugikan masyakarat dan perekenomian daerah. 

3. Fungsi pajak 

Purwono (2010) menyatakan bahwa The Four R adalah istilah populer yang 

mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu, “ Revenue 

(penerimaan), Redistribution (pemerataan), Repricing (pengaturan Harga), 

Representation (legalitas Pemerintah) dengan uraian sebagai berikut: 

a) Revenue (penerimaan)  

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah Fungsi budgetair (anggaran) 

adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Seperti telah kita ketahui bersama, 

pajak menyumbang hampir 70% total pendapatan negara. Hal ini tentu saja 

menunjukkan partisipasi dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan 

penyelnggaraan pemerintahan yang meliputi belanja rutin pemerintah, belanja 

pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi serta pembiayaan 

lainnya. 

b) Redistribution (pemerataan)  

Pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada 

masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah negara. 

Fungsi inilah yang seharusnya lebih ditonjolkan di setiap negara sebagai bukti 

bahwa hasil pajak yang dipungut tersebut benar-benar ditujukan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, sekaligus menghapus kesenjangan sosial yang tidak 

dapat dipungkiri terjadi di Indonesia. 
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c) Repricing (pengaturan Harga)  

Fungsi  repricing yang lebih sering digunakan dalam literatur perpajakan. Pajak 

digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu di bidang 

ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan 

d) Representation (legalitas pemerintahan)  

Pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta 

akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan (pengenaan pajak 

tidak diputuskan secara sepihak oleh pengusaha tetapi merupakan kesepakatan 

bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di parlemen). Pemungutan pajak 

langsung (seperti pajak penghasilan) memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih 

tinggi dan pewujudan pemerintah yang lebih baik dibandingkan dengan 

pemungutan pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai. 

D. Pajak Bumi dan Bangunan 

1. Pengertian pajak bumi dan bangunan 

Pengertian Pajak Bumi   dan   Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang 

dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan. Undang- undang No 12 Tahun 1994 

tentang pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa, “Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 

terutang yang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan.” 

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang  ada dibawahnya, permukaan 

bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah indonesia. Bangunan 

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah 

dan atau perairan. 
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2. Pengelompokan pajak 

Menurut Mardiasmo (2011) menejelaskan pengelompokan pajak terdiri atas 

“Pajak menurut golongannya, Pajak menurut sifatnya, Pajak menurut lembaga 

pemungutanya untuk lebih jelasnya, pendapat di atas akan diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Menurut golongannya 

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain 

2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipaham bahwa pajak langsung adalah 

pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan 

pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau 

pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, 

perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan 

barang atau jasa. 

b) Menurut sifatnya 

1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak 

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak. 

Dari penjelasan diatas, menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu pajak subjektif 

dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib 
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pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi wajib pajak. 

Sedangkan objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan 

atau kondisi wajib pajak, tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak 

tersebut. 

c) Menurut lembaga pemungutnya 

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara 

2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Dari penjelasan diatas, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan 

pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk keperluan Negara, contoh Pajak Penghasilan sedangkan pajak 

daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk 

keperluan daerah contoh Pajak Bumi dan Bangunan. 

3. Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan dan nilai jual pajak (NJKP) 

Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan adalah nilai jual kena pajak 

(NJKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 

2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan Pajak 

Bumi dan Bangunan, maka besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk perhitungan 

Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan sebagai berikut: 

a) Sebesar 40% dari NJOP untuk obyek pajak perkebunan, obyek pajak 

kehutanan\obyek pajak pertambangan, objek Pajak Bumi dan Bangunan lainnya 

apabila NJOP diatas 1 milyar 
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b) Sebesar 20% dari NJOP untuk objek Pajak Bumi dan Bangunan lainnya apabila 

NJOP dibawah 1 milyar sedangkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 dalam 

perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi mengenal besarnya NJKP. 

4. Tarif pajak bumi dan bangunan 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang No 12 Tahun 1994 adalah tetap sebesar 0,5% sedangkan menurut 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 80 ayat 1 dan 2 adalah (1) Tarif 

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 

sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2000 pasal 2 

tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah 

pusat dan daerah Pasal 2 bahwa: 

a) Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut : 

1) 10% untuk Pemerintah Pusat; 

2) 90% Daerah. 

b) Jumlah 90% yang merupakan bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, diperinci sebagai berikut : 

1) 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan 

2) 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan 

3) 9% untuk Biaya Pemungutan 
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5. Sanksi perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang- undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi, atau bisa 

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak 

tidak melanggar norma perpajakan. 

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu pertama 

sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya 

yang berupa bunga dan kenaikan, yang kedua yaitu sanksi pidana merupakan 

siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum 

yang digunakan oleh pemerintah agar norma perpajakan dituruti, ditaati dan 

dipatuhi. Ancaman kepada wajib pajak apabila pelanggaran suatu norma 

perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja ada yang diancam 

dengan sanksi pidana, dan ada pula yang diancam dengan sanksi dua-duanya 

sanski administrasi dan sanksi pidana. 

Sanksi Pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan terhadap pajak bumi dan 

bangunan diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 1985 pasal 24 

yang menyebutkan bahwa yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja 

maupun karena kealpaan akan dikenakan sanksi. Kalau wajib pajak sudah 

dikenakan sanksi administrasi tidak boleh dikenakan lagi sanksi pidana, kecuali 

apabila wajib pajak melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang dan 

menyebabkan kerugian yang relatif besar pada negara. Wajib pajak yang terbukti 

karena kealpaannya jadi menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal: 

Pengertian Pajak Bumi   dan   Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang 
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dikenakan terhadap Bumi dan atau Bangunan. Undang- undang No 12 Tahun 1994 

tentang pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa, “Pajak Bumi dan 

Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 

terutang yang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan.” 

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang  ada dibawahnya, permukaan 

bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta wilayah indonesia. Bangunan 

adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan 

atau perairan. 

a) Tidak mengembalikan SPOP. 

b) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. 

Sanksi pidananya kurungan selama- lamanya 6 bulan atau denda setinggi- 

tingginya 2 kali pajak yang terutang. 

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan 1985 pasal 25 bahwa wajib pajak 

yang terbukti karena kesengajaanya yang menimbulkan kerugian pada negara, 

dalam hal: 

a) Tidak mengembalikan SPOP. 

b) Mengembalikan SPOP akan tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap. 

c) Memperlihatkan surat atau dokumen palsu. 

Tidak menyampaikan surat atau dokumen yang diperlukan. Sanksi pidananya, 

penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak 

terutang. 
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E. Kerangka Pikir 

Masalah yang sangat penting dari suatu daerah terutama pada era otonomi 

sekarang ini adalah bagaimana daerah mengoptimalkan penggalian sumber pajak 

yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan 

pembangunan di daerah. Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali oleh 

pemerintah daerah adalah dari pajak.  

Pengelolaann pajak bumi dan bangunan dapat ditinjau dengan fungsi 

manajemen menurut George. R. Terry (2010) menyatakan bahwa fungsi 

manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (POAC) yaitu: Planning 

(perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan 

Controlling (Pengawasan). Selanjutnya yang dimaksud dengan : 

1. Perencanaan dalam penelitian ini adalah meliputi penentuan pokok-pokok tujuan, 

sasaran, target serta stategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Pengorganisasian dalam penelitian ini meliputi penentuan, pengelompokkan, dan 

penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan oleh Badan Pendapatan Daerah 

untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-

kegiatannya, dalam  penyediaan faktor-faktor pisik yang cocok bagi keperluan kerja dan 

penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam 

hubungannya dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan. 

3. Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembagian tugas dan penerapan mekanisme 

pemungutan (perhitungan dan pembayaran) serta monitoring. 

4. Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan baik 
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secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan sesuai rencana. Terutama 

pemantauan masa berlaku sebuah objek Pajak Bumi dan Bangunan. 

Mengenai alur pemikiran peneliti dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1 Bagan kerangka pikir

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Menurut G.R Terry terdapat 4 Fungsi Manajemen yang 

disingkat atau disebut POAC : 

1. Planning (Perencanaan) 

2. Organizing (Pengorganisasi) 

3. Actuating (Pelaksanaan) 

4. Controling (Pengawasan) 

 

Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan di BAPENDA 

Luwu Timur 
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F. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yang akan dijadikan 

indikator terkait dengan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten 

Luwu Timur yaitu (1) Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Pelaksanaan, (4) 

Pengawasan. 

G. Deskripsi Fokus Penelitian 

 Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini, antara lain : 

1. Perencanaan, mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target 

serta stategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 

2. Pengorganisasian dalam penelitian ini meliputi penentuan, pengelompokkan, 

dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap 

kegiatan-kegiatannya, dalam penyediaan faktor-faktor pisik yang cocok bagi 

keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap 

setiap orang dalam hubungannya dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan. 

3. Pelaksanaan yakni penerapan mekanisme pemungutan, monitoring masa 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. 

4. Pengawasan yaitu pemantauan di lapangan terutama apa saja yang menjadi 

aturan-aturan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 2 (dua) 

bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Luwu Timur. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, 

yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena 

sosial tertentu. 

2. Tipe peneliitian jenis penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti akan 

mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan 

berkaitan dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Luwu 

Timur. 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terutama dijaring dari sumber data primer dan data 

sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

1. Sumber data primer 

 

Data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjaring 

berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal 

ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.  

2. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk 
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melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan 

objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui 

dokumentasi. 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan penelitian dilakukan. 

Informan yang dipilih adalah orang yang dapat melengkapi informasi tentang 

bagaimana pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Luwu Timur.  

Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu: 

NO Informan Inisial Jabatan 

1. Chaeruddin Arfah M, S.IP CA Kabid perencanaan dan 

pengembangan pendapatan daerah 

2. Andi Muh. Reza, S.STP, MA AMR Kabid pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan 

3. Herawati Rijal, SE HR Kabid pengelolaan pendapatan 

daerah 

4. Sasi Daniar, SE SD Kassubid pendataan, pendaftaran 

pajak daerah, dan retribusi daerah 

 Andi Baso AB Masyarakat 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam 

tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan) 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif, yaitu 

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang/subyek yang sedang 
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diamati, sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut terlibat pada 

sumber data. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh 

akan lebih lengkap, tajam, sampai mengetahui tingkat makna dari setiap 

prilaku subyek. Jenis kegiatan yang diamati adalah bagaimana 

pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Luwu Timur. 

2. Wawancara 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara 

langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua 

informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 

wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan 

yang sama antar informan satu dengan yang lainnya. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan bahan telaah terhadap 

kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak bumi dan 

bangunan di Kabupaten Luwu Timur 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi 

informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu 

menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga 

diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah 

dikerjakan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu taknik analisis 

model Miles & Huberman (Gunawan, 2017) mengemukakan tiga tahapan yang 
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harus dikerjakan dalam menganilisis data penelitian kualitatitf yaitu reduksi data 

(data reduction), paparan data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclu- 

sion drawing). 

1. Reduksi data (data reduction) 

 Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya 

2. Paparan data (data display) 

 Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan 

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

 Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab focus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam 

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian. 

G. Keabsahan Data 

(Sugiyono 2016) dalam buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & 

D menjelaskan dalam penelitian ini mengumpulkan Teknik tringulasi terdapat tiga 

macam Teknik tringulasi yaitu sebagai berikut : 

1. Triangulasi Sumber 

 Yakni membandingkan dan mengecek baik derajat lepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melahirkan waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. 
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2. Triangulasi Teknik 

 Dilakukan dengan menguji keabsahan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda, dimana biasa 

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu 

 Menguji kredibilitas dengan cara melihat situasi Ketika sedang 

melakukan observasi wawancara dalam waktu yang berbeda guna 

mendapatkan data yang benar. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Timur 

 Berlandas pada putusan Persetujuan usul pemekaran Luwu Utara dalam 

putusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 Tanggal 24 Mei 

2002. Gubernur Sulawesi Selatan selanjutnya menindak lanjuti melalui 

dikeluarkannya putusan untuk pembentukan Kabupaten Luwu Timur berserta 

Mamuju Utara terhadap Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 

130/2172/Otoda tanggal 20 Mei 2002. Dan setelah perjuangan yang panjang, DPR 

RI bersama Presiden RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 

tanggal 25 Februari 2003, mengenai Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan 

Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, kini cita-cita masyarakat 

Luwu Timur selama 44 tahun telah meraih titik kemenangan. 

Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia yang berdasar pada undang-undang tersebut pada tanggal 3 Mei 2003 

dengan ini mengesahkan dan mengukuhkan pejabat Bupati Luwu Timur pada 

Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar secara bersamaan. 

Sebagai bukti telah berjalannya kegiatan pemerintahan beserta pembangunan di 

Kabupaten Luwu Timur selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2003 Bupati Luwu Utara 

bersama seluruh Pejabat Bupati Luwu Timur telah meresmikan pintu gerbang 

sebagai perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang 

ditandai dengan pembukaan selubung papan nama perbatasan yang terletak di Desa 
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Lauwo diantara Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dengan Kecamatan 

Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. 

Di waktu yang bersamaan penyerahan operasional Pemerintahan dari oleh 

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 

dilaksanakan di lapangan Andi Nyiwi, Malili. Melalui resmi terbentuknya 

Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wujud dari pemekaran Kabupaten Luwu 

Utara melalui administratif Kabupaten Luwu Timur telah dinyatakan sah berdiri 

sendiri sebagai daerah otonom yang mempunyai kewajiban dalam meningkatkan 

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan dimasyarakat. 

2. Geografis 

Berdasarkan bentuk geografis Kabupaten Luwu Timur yang terletak pada 

sebelah selatan katulistiwa. Lebih tepatnya di antara 2 03‟00” - 3 03‟25” Lintang 

Selatan dan 119 28‟56” - 121 47‟27” Bujur Timur, dengan luas wilayah 

6,944.88 km2. Kurang lebih 11,14% dari Provinsi Sulawesi Selatan merupakan luas 

dari wilayah Kabupaten Luwu Timur. 

Kabupaten Luwu Timur termasuk Kabupaten yang berada paling timur di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Malili merupakan ibu kota dari Kabupaten  Luwu Timur, 

berdasarkan administrasi Kabupaten Luwu Timur memiliki 11 kecamatan yaitu 

Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, 

Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Selain itu juga terdapat 14 sungai yang 

mana sungai terpanjang adalah sungai Kalena dengan panjang 85 km, tak hanya 

sungai namun juga terdapat 5 danau yaitu danau Matano, Mahalona, Tarapang, 

Masapi dan Danau Lontoa. 
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Batas-batas administrasi Kabupaten Luwu Timur : 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, 

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone, 

c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, 

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulewasi Tenggara. 

3. Keadaan Penduduk 

Dari 11 Kecamatan yang ada Kecamatan Towuti merupakan kecamatan 

yang paling luas yaitu 1.820,48 km2. Penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 

2021 menurut hasil dari Proyeksi Penduduk Interim 2022-2023 sebanyak 

300.511 jiwa, yang mana dari jumlah rasio jenis kelamin populasi laki-laki terhadap 

populasi perempuan yaitu 105,99. Dengan demikian data dilihat bahwa laki-laki 

populasinya jauh lebih tinggi daripada populasi jumlah perempuan. Apabila 

mencocokkan hasil dari Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk Luwu Timur 2021 

tumbuh sebesar 3.770 atau 1,27%.36 

 

Pembagian Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2021 

 

No. 

 

Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Km2) 

1. Burau 34 306 256,23 133,89 

2. Wotu 33 657 130,52 257,87 

3. Tomoni 26 644 230,09 115,80 

4. Tomoni Timur 13 602 43,91 309,77 



 

42  
 

 

5. Angkona 25 247 147,24 171,47 

6. Malili 43 640 921,2 47,37 

7. Towuti 43 586 1 820,48 23,94 

8. Nuha 23 575 808,27 29,17 

9. Wasuponda 21 840 1 244 17,56 

10. Mangkutana 22 316 1 300,96 17,15 

11. Kalaena 12 098 41,98 288,18 

Sumber. Badan pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur (data diolah) Tahun 2022 

 

4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 

Badan pendapatan daerah atau Bapenda merupakan salah satu perangkat 

daerah yang terbentuk pada tahun 2022, berdasarkan peraturan daerah nomor 05 

tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 

8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bapenda yang 

bertanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah, melalui pengoordinasian 

pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain 

sebagainya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mengoptimalkan 

pendapatan salah satunya dari sektor Pajak dan retribusi daerah Daerah yang 

merupakan salah satu komponen pendapatan Asli Daerah. 
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5. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu 

Timur 

 

 

6. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur 

A. Kepala Badan 

1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 

a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Kepala Badan 
(Muhammad Said, S.E, 

M.M)

Kabid. Perencanaan dan 
Pengembangan 

Pendapatan Daerah 
(Chaeruddin Arfah M, 

S.IP)

Kasubbid. Perencanaan 
dan pengembangan 
Potensi Pendapatan 

Daerah (Ekawati, S.AN)

Kasubbid. Penyuluhan 
Keberatan dan Regulasi 

Pendapatan Daerah 
(Rannu Lusinup Siampa, 

S.E)

Kabid. Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

(Herawati Rijal, S.E)

Kasubbid. Pendataan, 
Pendaftaran Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 
(Sasi Daniar, S.E)

Kasubbid. Penagihan dan 
Pemeriksaan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 
(Gatot Rianto B, S.E)

Bidang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Andi Muh. 
Reza, S.STP, M.A)

Kasubbid. Pelayanan, 
Pengelolaan dan Informasi 

(Rahmadamayanti, S.S)

Kasubbid. Penagihan dan 
Pemeriksaan (Agus 

Abdullah, S.E, M.Si)

Sekretaris (Marlina, S.E)

Kasubbag. Perencanaan 
dan Keuangan (Irmawati, 

M, S.T)

Kasubbag. Umum dan 
Kepegawaian (Salbaiti, 

S.AN)
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Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan,  

pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang  

perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah. 

b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan,  

pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pengelolaan pendapatan Daerah. 

c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan,  

pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak  

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan  

Hak atas Tanah dan Bangunan. 

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada 

Badan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan  

fungsinya. 

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam  

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam  
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lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan  

tugas;  

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau  

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;  

f. mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; 

g. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,  

menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan  

bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah,  

pengelolaan pendapatan Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan  

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  

Bangunan; 

h. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,  

menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta  

menyusun Rencana Strategis Badan sesuai dengan visi dan misi  

Daerah; 

i. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Badan; 

j. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup  

Badan; 

k. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan  

tugasnya; 

l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar  

senantiasa berjalan optimal; 
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m. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, 

kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam 

lingkungan Badan; 

n. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang  

pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja aparatur, mutasi 

dan promosi, dan pengembangan aparatur berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

o. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas 

B. Sekretariat 

1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, 

dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan 
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koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, dan 

umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administrasi 

dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris melaksanakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 

dan keuangan; 

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian.  

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
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f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan 

bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; 

g. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan dalam lingkup Sekretariat; 

h. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan 

bahan penyusunan program Badan; 

i. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan 

teknis di lingkungan Badan; 

j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan 

Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 

pelaksanaan kegiatan; 

k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian 

dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan; 

l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian 

data dan informasi; 

m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; 

n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum 

dan aparatur; 

o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi 

keuangan; 

p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan 

organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Badan; 
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q. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah 

tangga Badan; 

r. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan 

protokoler; 

s. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan 

barang milik Daerah; 

t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

C. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala 

Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan 

melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan 

laporan kinerja, dan mengelola administrasi keuangan meliputi 
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penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, 

pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

perencanaan program kegiatan dan anggaran Badan; 

g. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Badan yang meliputi 

penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan 

Rencana Kerja Anggaran; 

h. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi 

Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah; 

i. menyusun perjanjian kinerja Badan; 

j. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan 
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laporan akuntabilitas kinerja Badan; 

k. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data 

berbasis teknologi informasi; 

l. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan 

pembayaran; 

m. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, 

pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lain-lain untuk 

menjadi bahan proses lebih lanjut; 

n. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai; 

o. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta 

verifikasi pertanggungjawaban keuangan; 

p. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; 

r. menyusun realisasi perhitungan anggaran; 

s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara; 

t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan hasil pemeriksaaan; 

u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan 

fungsi; 

v. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian 
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Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

D. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian, 

mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan 

urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik 

Daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

perundangan. 

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangi 

naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
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f. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi 

kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat 

Badan; 

g. melakukan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan; 

h. mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, 

kehumasan, dan keprotokolan; 

i. mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah 

tangga; 

j. mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan 

pengelolaan keamanan lingkungan kantor; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan 

dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun 

laporan barang inventaris; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistribusian, dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan 

barang; 

m. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir 

pegawai; 

n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan 

perjalanan dinas pegawai; 

o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 

organisasi dan tatalaksana; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi 
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jabatan, dan bezetting pegawai; 

q. menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan 

administrasi kepegawaian lainnya; 

r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 

kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil 

Negara; 

s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan 

fungsi; 

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum 

dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas. 

E. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 

1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 

Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, 

dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan 

atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, 
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mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di 

bidang perencanaan, pengembangan potensi pendapatan Daerah, 

evaluasi, pelaporan dan lain-lain pendapatan Daerah, penyuluhan, 

keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah berdasarkan peraturan 

perundang-perundangan. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 

melaksanakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, 

pengembangan potensi pendapatan Daerah; 

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi, 

pelaporan, dan lain-lain pendapatan Daerah; 

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, 

keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya 

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 

Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan 

dan pengembangan pendapatan Daerah; 

g. melaksanakan perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak 

Daerah dan retribusi Daerah; 

h. melaksanakan analisa regulasi pendapatan Daerah; 

i. melaksanakan perumusan standarisasi kebijakan operasional 

prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah; 

j. melaksanakan perumusan monitoring dan sinkronisasi yang terkait 

dengan pendapatan Daerah; 

k. melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi 

pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah; 

l. melaksanakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan 

penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi daerah kepada 

masyarakat; 

m. melaksanakan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi 

Daerah berbasis teknologi informasi; 

n. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan 
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retribusi; 

o. melaksanakan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah 

baik internal maupun eksternal; 

p. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi 

Daerah; 

q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan 

tugas dan fungsi; 

r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

F. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah 

1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 

1, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan 
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kegiatan di Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi 

Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan dan 

Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi 

Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis 

perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan Daerah; 

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan Daerah; 

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait perencanaan dan 

pengembangan potensi pendapatan Daerah; 

i. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan 

perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan Daerah; 



 

59  
 

 

j. menganalisis perhitungan dan penyusunan potensi penerimaan pajak 

Daerah; 

k. menyusun data dan profil pajak Daerah; 

l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang 

Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah, dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

G. Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah 

1) Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi Pendapatan 

Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 

2, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan 

kegiatan di Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi 

Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan 

Regulasi Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi 

Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis 

penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah; 

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

penyuluhan,keberatan dan regulasi pendapatan Daerah; 

h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyuluhan, 

keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah; 

i. melakukan analisa bahan pertimbangan persetujuan dalam rencana 

penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan Daerah; 

j. mengumpulkan dan merumuskan data penyuluhan, keberatan, dan 

regulasi pendapatan Daerah; 

k. menyusun bahan dan melaksanakan penyuluhan pajak Daerah guna 
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meningkatkan kesadaran masyarakat; 

l. melakukan analisa regulasi pendapatan Daerah; 

m. menyusun konsep regulasi Pendapatan Daerah dan petunjuk 

pelaksanaannya; 

n. melakukan proses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, 

penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi; 

o. melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan 

pengurangan pajak Daerah; 

p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang 

Penyuluhan, Keberatan, dan Regulasi Pendapatan Daerah, dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

H. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 

1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan 
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kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan 

melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendataan, 

pendaftaran pajak Daerah, dan retribusi daerah, penetapan, 

pemeriksaan pajak daerah dan retribusi Daerah, penagihan pajak 

Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-perundangan. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah melaksanakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan, 

pendaftaran pajak daerah, dan retribusi Daerah; 

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penetapan dan 

verifikasi pajak daerah dan retribusi Daerah; 

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penagihan dan 

pemeriksaan pajak daerah dan retribusi Daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 



 

63  
 

 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang 

pengelolaan pendapatan Daerah; 

g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

pengelolaan pendapatan Daerah; 

h. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan 

pendapatan Daerah; 

i. melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan 

retribusi Daerah; 

j. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang 

Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

I. Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi 

Daerah 

1) Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 

1, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin 

dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, 

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan 

kegiatan di Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan 

Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pendataan, Pendaftaran 

Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan 
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Retribusi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang 

pendataan, pendaftaran pajak Daerah, dan retribusi Daerah; 

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

pendataan, pendaftaran pajak Daerah, dan retribusi Daerah serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pendataan, 

pendaftaran pajak daerah, dan retribusi Daerah; 

i. melakukan pendataan, pendaftaran pajak Daerah, dan retribusi 

Daerah; 

j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

k. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang 

Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 
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lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

J. Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

1) Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbidang, mempunyai 

tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan 

penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan 

melaksanakan program dan kegiatan di Subbidang Penagihan dan 

Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
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e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang 

penagihan dan pemeriksaan pajak Daerah dan retribusi Daerah; 

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

penagihan, pemeriksaan pajak Daerah dan retribusi Daerah serta 

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penagihan dan 

pemeriksaan pajak Daerah dan retribusi Daerah; 

i. melakukan proses penanganan tunggakan pajak Daerah dan retribusi 

Daerah; 

j. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan Daerah dan retribusi Daerah; 

k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang 

Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 

memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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K. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang, 

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan 

kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan 

melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendataan, penilaian 

dan penetapan, pelayanan, pengelolaan data dan informasi, 

penagihan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-perundangan. 

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melaksanakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan, 

penilaian dan penetapan; 

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan, 

pengelolaan data dan informasi; 

c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, 
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monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penagihan dan 

pemeriksaan; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di Bidang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta menyiapkan 

bahan petunjuk pemecahan masalah; 

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penagihan 
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

i. melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta 

melakukan penghapusan tunggakan; 

j. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga 

pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

L. Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi 

1) Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, dipimpin oleh 

Kepala Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di 

Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data 

dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi 

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang 

pelayanan, pengelolaan data dan informasi; 

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta menyiapkan bahan 

petunjuk pemecahan masalah; 

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait pelayanan, 

pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan 
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Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan; 

i. melakukan pelayanan, pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan; 

j. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang 

Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi, dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

M. Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan 

1) Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, dipimpin oleh Kepala 

Subbidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 
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penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di 

Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan untuk 

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang 

penagihan dan pemeriksaan; 

g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan 

penagihan dan pemeriksaan serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah; 

h. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penagihan dan 

pemeriksaan; 

i. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan 

perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
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dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

j. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta 

teknis pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 

k. menyiapkan usulan penetapan target Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan; 

l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah 

atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; 

m. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang 

Penagihan dan Pemeriksaan, dan memberikan saran pertimbangan 

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik 

lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas. 

B. Hasil Penelitian 

Dalam rangka pembangunan daerah sebagaimana amanat desentralisasi 

Pemerintahan daerah yaitu Otonomi Daerah, salah satu tujuannya adalah 

mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya sendiri melalui kebijakan-kebijakan 

yang dicanangkan dalam pembangunan daerah yang mengarah pada tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya. 
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Dalam peningkatan pendapatan daerah salah satunya melalui pengelolaan 

pajak bumi dan bangunan.  Dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan sebagai 

mana yang dijelaskan oleh G.R Terry (2010) terkait dengan fungsi-fungsi 

manajemen yang mencakup tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan.  

1. Planning (Perencanaan) 

Perencanaan mencakup penentuan pokok-pokok tujuan, sasaran, target 

serta stategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu 

Timur sebagaimana yang disampaikan oleh bapak CA selaku kabid perencanaan 

dan pengembangan pendapatan daerah : 

“Rencana target disusun oleh BAPENDA dan diserahkan ke DPRD dibahas 

dan ditetapkan dalam rapat paripurna untuk menentukan target setiap tahun 

anggaran berdasarkan kebutuhan daerah”. 

 

Target yang telah ditetapkan selanjutnya melihat potensi – potensi yang 

dapat digali utamanya terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan dalam mencapai target. 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh AMR selaku kabid 

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan : 

“Perencanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan meliputi kegiatan 

official, yang dimaksud dengan kegiatan official disini adalah pajaknya 

yang ditetapkan oleh kantor dimana kita telah tetapkan berapa orang yang 

harus bayar dan disebarkan melalui pihak kelurahaan dan kecamatan”. 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan 

langkah awal dalam pengelolaan pajak termasuk pada pajak bumi dan bangunan di 

kabupaten Luwu Timur. BAPENDA sebagai organisasi yang melaksanakan 
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pengelolaan pajak bumi dan bangunan daerah yang berkoordinasi dengan masing-

masing kelurahan maupun kecamatan berusahan untuk memperoleh pemasukan 

pajak bumi dan bangunan dengan mengupayakan potensi-potensi yang ada dan 

didasarkan pada wilayah kerja dari lokasi tersebut sehingga diperlukan kerja keras 

dari semua personilnya agar segala potensi yang ada dapat di manfaatkan dengan 

optimal.  

Target dan Realisasi PBB-P2 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2018 3.550.000.000 3.668.380.637 103,33% 

2019 3.615.000.000 3.565.820.278 98,64% 

2020 4.300.000.000 4.473.347.488 106,51% 

2021 5.300.000.000 4.476.601.174 99,48% 

2022 7.500.000.000 5.554.704.516 92,58% 

 

Melihat besarnya hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 

ini tak lepas dari usaha – usaha pemerintah setempat dalam mengatur strategi 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berbagai macam 

strategi yang dilakukan diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

melalui aparat pemerintah setempat. 

Bapak AMR kemudian melanjutkan : 

“Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

kami melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan pemasukan pajak 

guna meningkatkan PAD diantaranya yaitu Sosialisasi terhadap masyarakat 

melalui aparat pemerintah yaitu melalui Camat kepada lurah/kepala desa 

selanjutnya diteruskan kepada aparat desa yang dimaksud kepala 

dusun/lingkungan, tokoh – tokoh masyarakat serta masyarakat umum”. 
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Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar 

pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur daerah. Sosialisasi tersebut juga 

menjelaskan mekanisme, prosedur pendaftaran, tarif pajak, pemungutan, penagihan 

hingga sanksi – sanksi yang diberikan apabila ada penyimpanan dilapangan 

sehingga masyarakat tahu dengan jelas apa saja yang menjadi kewajiban mereka. 

Mekanisme tersebut nantinya akan menjadi standar dalam pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga mudah dalam 

pemungutannya, selain itu beberapa aparat pemerintah setempat juga ditunjuk 

dalam pemungutan pajak tersebut. Dan sebelum penetapan jumlah dan pemungutan 

pajak yang tentunya wajib pajak juga harus melewati beberapa mekanisme seperti 

prosedur pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, 

masyarakat mendapatkan informasi tersebut melalui sosialisasi yang telah 

dilaksanakan. Masyarakat dan pemerintah harus tahu betul langkah – langkah yang 

diperlukan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

sehingga tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang tidak diinginkan. 

Pemerintah setempat menentukan mekanisme dalam pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tentunya mekanisme pemungutan 

tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam rapat tahunan dan disetujui 

oleh kepala dinas setempat. 

Hasil wawancara oleh salah seorang maysarakat IA mengatakan bahwa : 

“Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak melalui sosialisasi yang 

dilakukan, mulai dari pendaftaran hingga pemungutan, selain itu aparat 

yang berwenang juga memberikan informasi tersebut”. 

 

Selain sosialisasi pemerintah juga menerapkan beberapa aturan dalam 
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pemerintahan terkait pengelolaan PBB-P2 khususnya pada saat pelayanan, petugas 

yang berwenang tidak melayani masyarakat tanpa melampirkan bukti atau tanda 

pembayaran PBB-P2. 

Staf Kecamatan menjelaskan bahwa : 

“Selain sosialisasi pemerintah juga menerapkan beberapa aturan dalam 

pemerintahan terkait pengelolaan PBB-P2 khususnya pada saat pelayanan, 

petugas yang berwenang tidak melayani masyarakat tanpa melampirkan 

bukti atau tanda pembayaran PBB-P2”. 

 

Hal ini dapat menciptakan keuntungan timbal balik antara masyarakat 

dengan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki motivasi untuk tepat waktu 

dalam membayar pajak. Hal ini dapat menciptakan keuntungan timbal balik antara 

masyarakat dengan pemerintah, sehingga masyarakat memiliki motivasi untuk tepat 

waktu dalam membayar pajak. 

2. Organizazing (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan 

sedangkan pengarahan adalah usaha – usaha menggerakan anggota kelompok agar 

berkeinginan mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam hal pengelolaan PBB 

pemerintah mengorganisasikan dan mengarahkan agar target yang telah ditentukan 

dapat teralisasikan. Dalam melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan 

pedesaan dan perkotaan maka dibutuhkan adanya Sumber daya manusia serta 

sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia terkait dengan 

pembagian tugas. Dalam organisasi pembagian tugas mutlak dilakukan agar tidak 

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan 

penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. 

Hasil wawancara oleh salah satu staf bapenda GR yaitu : 
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“Dalam pengelolaan PBB bidang pengeloaan pendapatan daerah ditunjuk 

sebagai penanggung jawab, dimana orang yang ditunjuk tersebut beliau 

yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan pajak daerah termasuk 

PBB dan segala yang berkaitan dengan pengelolaan data” 

 

Bidang pengelolaan pendapatan daerah tersebut kemudian membagi tugas 

dalam pelaksanaan PBB-P2 berdasarkan fungsinya berdasarkan prosedur 

pengelolaan PBB-P2. Proses pelaksanaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 

perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan yakni pendataan, pendaftaran, 

penghitungan tarif pajak, pembayaran dan pemungutan. 

Proses pendaftaran yang dimaksudkan terdiri daerah dua macam yaitu 

pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan pendaftaran objek pajak 

baru dengan penelitian lapangan.  

Hal tersebut dijelaskan oleh kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah 

HR bahwa : 

“Ada dua jenis pendaftaran yang dapat dilakukan, pendaftaran dengan 

penelitian kantor dan penelitian lapangan, keduanya dilakukan oleh kepala 

seksi pengeloalaan pendapatan bersama dengan kepala seksi pajak”. 

 

Setelah pendaftaran, kemudian dilakukan Pendataan, pendataan merupakan 

langkah kedua dalam prosedur pengelolaan PBB, pendataan tersebut dilakukan oleh 

pihak bapenda yang mempunyai fungsi ekstensifikasi dengan melakukan persiapan 

pelaksanaan lapangan hingga mendokumentasikan data – data bekerjasama dengan 

fungsi pengelolaan data dan informasi.  

Seperti yang dikemukaan oleh kepala seksi pendataan SD bahwa : 

“Pendataan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, kami 

melakukan pendataan langsung ke lapangan kemudian mengumpulkan data 

– data tersebut ke dalam arsip”. 

 

Pendataan tersebut juga dibantu oleh aparat kelurahan/desa dengan 
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memberikan data – data wajib pajak seperti NOP dan SPOP setelah wajib pajak 

mengisi SPOP yang wajib diisi. 

Sebelum melakukan penagihan dan pemungutan pajak maka terlebih dahulu 

dilakukan penghitungan tarif/nilai. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah, 

sebagai mana hasil wawancara oleh AZ mengatakan bahwa : 

“Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan berdasarkan rumus yang telah 

ditentukan yang dilakukan oleh staf yang telah ditugaskan”. 

 

Penentuan besarnya nilai tarif pajak berdasarkan peraturan yang telah 

ditetapkan. Petugas yang telah ditunjuk melakukan tugasnya berdasarkan dengan 

fungsinya, penilaian objek pajak juga terdiri dari dua prosedur. 

Hasil wawancara oleh salah satu staf bidang pengelolaan pendapatan daerah 

mengatakan bahwa: 

“Ada dua bentuk prosedur penilaian objek pajak, yaitu penilaian secara 

massal dan penilaian secara individu, masing – masing memiliki prosedur 

yang berbeda”. 

 

Dalam prosedur penilaian objek pajak, fungsi penilaian badan pendapatan 

daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftar oleh wajib pajak maupun yang 

didata oleh fungsi pendataan atau penilai objek pajak berupa tanah maupun 

bangunan, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun secara individu. 

Setelah penentuan tarif/nilai pajak, kemudian dilakukan Pembayaran 

pembayaran dilakukan juga berdasarkan prosedurnya, pembayaran atau 

pemungutan dilakukan oleh bank yang telah ditunjuk sebagai tempat pembayaran 

PBB-P2 dan petugas pemungut, agar lebih memudahkan aparat yang ditunjuk 

sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti kepala lingkungan/kepala dusun 
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serta tokoh – tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam masyarakat.  

HR selaku kepala bidang pengelolaan pendapatan daerah menjelaskan 

dalam wawancara bahwa : 

“Yang menagih pajak setiap daerah yaitu kolektor, yang diberi wewenang 

dan tanggung jawab oleh bupati dan yang diberi wewenang tersebut kepala 

lingkungan/dusun serta tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam 

Masyarakat”. 

 

Kolektor memiliki tugas yaitu melakukan penagihan pajak bumi dan 

bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang 

(SPPT) dengan menggunakan daftar penerimaan harian (DPH) dan surat setoran 

pajak daerah (SSPD) pajak bumi dan bangunan, melakukan inventarisasi SPPT 

yang bermasalah baik dobel, tidak ada objek, salah tabel, penetapan terlalu tinggi, 

Melakukan pendataan objek pajak baru dengan menggunakan surat pemberitahuan 

objek pajak (SPOP) dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak (LSPOP), 

melakukan koordinasi yang baik antara sesama kolektor pada tingkat dusun dan 

lingkungan pada wilayah desa dan kelurahan serta di tingkat kecamatan masing – 

masing, melakukan penyetoran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan pekotaan 

yang diterimanya pasa bank BRI unit kecamatan diwilayah kecamatan masing – 

masing bedasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku. 

Salah seorang Kolektor juga menjelaskan bahwa : 

“Kami diberi tanggung jawab melalui SK bupati dalam memungut Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setiap kepala keluarga, setiap 

aparat yang telah diberi wewenang turun langsung dalam menagih dan 

biasanya juga ada yang melayani pembayaran pajak Dirumah”. 

 

Pajak yang telah dibayarkan kemudian dilaporkan oleh aparat yang telah 

ditunjuk, dan dilaporkan kepada dinas terkait ke kas daerah paling lambat 1 x 24 
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jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau pejabat.  

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap 

pengelolaan pajak PBB, dimana bidang yang ditugaskan untuk mengelola pajak 

tersebut dalam pembagian tugasnya tidak dilakukan secara spesifik, sebaiknya 

setiap bidang membawahi satu macam pajak saja. 

3. Actuating (Pelaksanaan) 

Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembagian tugas dan penerapan 

mekanisme pemungutan (perhitungan dan pembayaran) serta monitoring dalam 

pengelolaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Luwu Timur. Proses pengelolaan pajak bumi dan bangunan mempunyai peranan 

strategis dalam keberhasilan pemungutan pajak bumi dan bangunan. Proses 

pemungutan antara lain: 

a. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara 

komprehensif terkait objek dan subjek PBB dengan cara mengisi formulir isian 

tertentu. Kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh, mengumpulakan, 

melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB sebagai salah satu 

bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB terutang. 

b. Penilaian objek PBB adalah kegiatan guna menentukan nilai ekonomis atas suatu 

property pada saat tertentu atau NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan 

pajak, dengan menggunakan data pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan 

pendekatan kapitalisasi pendapatan dalam bentuk pendapatan tertulis. 

c. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk menentukan 

besaran pajak terutang antaran lain, NJOP, SPPT, SKPD, dan surat ketetapan 
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pajak daerah lebih bayar (SKPDLB). 

d. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, 

mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek PBB 

sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PBB. 

Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. 

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber 

pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-langkah dalam 

rangka mewujudkan harapan yang di inginkan melalui pemungutan pajak. Dalam 

pelaksanaan pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan didasarkan pada 

bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai oleh karena itu pemerintah 

harus memiliki tata Kelola pajak yang baik. 

“Tata Kelola pajak itu mulai dari pendataan, penetapan pajaknya, penagihan 

pajaknya sampai ke pembayaran pajaknya dan bukti pelunasannya dan itu 

termasuk tata Kelola. Mulai dari pendataannya, nah bagaimana mau di Tarik 

pajaknya kalua tidak didata jadi kita ini sudah mengarah kekopsep yang 

lebih baik seperti sekarang kita sudah menggunakan ITE lagi untuk lebih 

mudah ada beberapa kita sudah kenakan ITE untuk informasinya bahkan 

bayar pajak lewat ATM sudah bisa dan itu sudah bagian tata Kelola yang 

baik, kalua kita mau bayar PBB tinggal datang ke bank BPD dan 

pembayarannya bisa di bank dan kedepannya kita mungkin akan 

bekerjasama dengan indomaret, alfamaret sehingga semuanya bisa online 

untuk memberikan kemudahan dalam membayar pajak”. 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang disampaikan oleh informan diatas 

dapat kita simpulkan bahwa dalam upaya untuk memaksimalkan pandapatan dari 

pajak, pihak pemerintah berupaya untuk melakukan segala sesuatu guna 

memudahkan dalam proses pemungutan pajak dalam hal ini proses pembayaran. 

Jika Masyarakat telah merasa lebih mudah dalam membayar pajak tentunya akan 
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meningkatkan minat dari Masyarakat untuk membayar pajak sehingga pendapatan 

pajak dapat lebih optimal. 

4. Controlling (Pengawasan) 

Pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan di lapangan yang dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan dan menjamin agar 

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan sesuai rencana. Terutama 

pemantauan masa berlaku sebuah objek Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pengawasan merupakan fungsi organik dari manajemen, yang saling terkait 

dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil 

pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna 

(efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya 

pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalagunaan atau 

menghindari penyimpangan yang terjadi.  

Proses pengawasan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di  

lapangan terhadap data yang telah diperoleh, apabila terjadi penyimpangan hal 

tersebut kemudian di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Kepala bidang Perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah CA kembali 

menjelaskan bahwa : 

“Kami membentuk tim pengawas dan evaluasi pajak yang langsung terjun 

ke kecamatan dan setiap desa. Mereka memantau apa yang terjadi di 

lapangan kemudian menganalisis dan dilaporkan untuk ditindak lanjuti”. 

 

Apabila ditemukan penyimpangan maka tim pengawas berhak memberikan 

peringatan terhadap wajib pajak. Salah satu masalah yang paling sering ditemukan 

saat pemantauan di lapangan yaitu beberapa wajib pajak tidak tepat waktu 
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membayar pajak. 

Staf bidang perencanaan daerah RLS kemudian melanjutkan : 

“Masalah yang sering ditemukan saat pemantauan ke lapangan yaitu adanya 

beberapa wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar pajak. Hal ini 

adalah salah satu penghambat peningkatan target pajak”. 

 

Masalah wajib pajak yang tidak membayar pajak hingga jatuh tempo 

kemudian di proses untuk ditindak lanjuti dengan mendatangi wajib pajak yang 

malas membayar pajak.  

Kemudian staf perencanaan kembali menjelaskan : 

“Kami mendatangi wajib pajak yang malas membayar pajak dan 

menanyakan masalah mereka setelah itu kami beri surat teguran dan 

peringatan untuk melunasi pajak hingga batas yang ditentukan kemudian 

diberi sanksi administrasi”. 

 

Surat teguran dan peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran. Apabila dalam jangka 7 hari setelah peringatan Wajib pajak wajib 

melunasi pajak yang terutang. Wajib pajak yang tidak mengikuti peraturan tersebut 

kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian sanksi administrasi. Sanksi 

administrasi dengan membayar beunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 

15 bulan sejak saat terutangnya. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara oleh beberapa informan, menurut 

pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pengelolaan 

PBB berdasarkan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan PBB sudah dianggap Maksimal melihat masih 
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adanya beberapa kendala – kendala yang menghambat pemerintahan menggali 

potensi-potensi serta peningkatan PAD yang setiap tahunnya belum mencapai 

target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih memperhatikan 

apa saja kendala tersebut dan juga memperhatikan faktor yang mendukung 

meningkatnya pendapatan daerah tersebut. Berdasar pada fungsi manajemen 

menurut George. R. Terry (2010) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang 

disingkat dengan akronim (POAC) yaitu: planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian) , actuating (pelaksanaan) dan Controlling (pengawasan). 

1. Planning (Perencanaan) 

 Pada aspek planning BAPENDA luwu timur sebagai organisasi yang 

melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan tentunya mempunya 

perencanaan atau strategi awal dalam pengelolaan pajak. Ini dibuktikan dengan 

adanya target tertentu setiap daerah atau wilayah dan dilanjutkan dengan 

mengkoordinasikan dengan beberapa kelurahan serta kecamatan untuk memperoleh 

pemasukan pajak bumi dan bangunan dengan memanfaatkan potensi yang ada. 

Karena maksimalnya pengelolaan pajak bumi dan bangunan tidak terlepas dari pada 

perencanaan atau strategi awal dari sebuah organisasi dalam hal ini BAPENDA 

luwu timur. 

2. Organizing (Pengorganisasian) 

 Pada aspek ini adalah sebuah pengorganisasian atau pengelompokan 

kegiatan untuk mencapai tujuan, dalam hal ini ialah Sumber daya Manusia. Sumber 

daya manusia sangat berpengaruh terhadap pengelompokan atau pembagian kerja 

dalam artian pembagian setiap divisi pekerjaan. Pengelompokan tentunya perlu 
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memikirkan bebrapa hal. Salah satunya integritas anggota kelompok dalam 

melakukan atau melaksanakan sebuah pekerjaan. Tentunya BAPENDA luwu timur 

tidak asal melakukan pembagian tugas pada kelompok tanpa memikirkan Standar 

Operasional Prosedur yang ada.  

3. Actuating (Pelaksanaan) 

 Pada aspek ini pelaksanaan yang dimaksud adalah penerapan mekanisme 

pemungutan (perhitungan dan pembayaran) yang artinya segala bentuk tata kelola 

dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini pelaksanaan nya juga 

mencakup tujuan dari pada BAPENDA luwu timur dapat tercapai sebagai 

organisasi pengelola pajak yang akuntabel. Tentunya dalam hal ini dalam 

pelaksanaannya, pemerintah berupaya harus melakukn segala sesuatu guna 

memudahkan dalam proses pemungutan pajak atau pembayaran. Jika pembayar 

pajak merasa lebih mudah dalam membayar pajak tentunya proses transaksi dan 

pengelolaan dapat optimal dan maksimal. 

4. Controlling (Pengawasan) 

 Pada aspek ini pengawasan yang dimaksud adalah pemantauan dilapangan 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin dan memastikan 

pengelolaan pajak bumi dan bangunan berjalan sesuai rencana. Karena pada 

dasarnya fungsi manajemen selain daripada perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan tentunya pengawasan merupakan aspek penting dalam fungsi 

manajemen. Tujuannya agar adanya evaluasi dan monitoring kembali dalam hal ini 

BAPENDA luwu timur terkait dengan pengelolaan pajak, agar usaha atau 

perncanaan yang dilakukan atau dijalankan sebeliumnya bisa berjalan dengan 

maksimal.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Badan pendapatan daerah kabupaten Luwu Timur telah mengelola pajak 

bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan 4 fungsi manajemen 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang 

berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Namun hal tersebut belum 

dikatakan maksimal dalam pengelolaannya melihat adanya beberapa kendala – 

kendala dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 

diantaranya masih banyak wajib pajak yang belum sadar betul akan pentingnya 

membayar pajak untuk pembangunan daerah. Oleh sebab itu pemerintah setempat 

masih harus dan terus berusaha meningkatkan kinerja aparat pemerintah serta 

melakukan usaha – usaha yang kreatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah 

di kabupaten Luwu Timur 

B. Saran 

 Adapun saran terhadap BAPENDA luwu timur yang penulis sampaikan 

yaitu dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan diperlukan adanya integritas 

dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Karena sejatinya pajak merupakan 

pendapatan tertinggi dan nomor satu dalam negara terkhususnya di daerah. Jadi di 

perlukan manajemen yang baik bagi organisasi yang mengelola dalam hal ini 

BAPENDA luwu timur sebgai organisasi yang bertanggung jawab dalam 

mengelola pajak bumi dan bangunan dan diperlukan kerja profesional dan yang ada 

dalam organisasi sangat diperlukan orang-orang yang berintegritas. 
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PEDOMAN INDIKATOR WAWANCARA 

No. Indikator Pertanyaan 

1. Planning (perencanaan) 1. Apa Saja Target atau rencana yang disusun 

oleh BAPENDA dalam pengelolaan pajak 

bumi dan bangunan di kabupaten luwu 

timur? 

2. Apakah dalam perencanaan pengelolaan 

pajak bumi dan bangunan, BAPENDA luwu 

timur melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat? 

2. Organizazing 

(pengorganisasian) 

1. Dalam pengelolaan PBB, Apakah tim yang 

dimandat untuk menangani hal tersebut? 

2. Apakah tim yang dimandatir khusus dalam 

pengelolaan PBB , dibantu oleh aparat desa 

atau kecamatan setempat? 

3.  Aktuating 

(pelaksanaan) 

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan PBB, 

apakah BAPENDA bertindak secara 

transparan pada masyarakat? 

2. Dalam pelaksaanaanya sendiri, bagaimana 

jika pelaksanaan yg dilakukan tidak sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun? 

4. Controlling 

(pengawasan) 

1. Ketika dalam proses pelaksanaan, apakah 

ada tim ksusus yang di bentuk untuk 

melakukan pengawasan? 

2. Ketika dalam proses pengawasan ada sesuatu 

yang menyimpang, apakah akan diberikan 

sanksi? 
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